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JAKARTA, KOMPAS —
Sidang kasus dugaan korupsi tu-
kar guling tanah senilai Rp 17,6
miliar milik Kodam V/Brawijaya
dengan terdakwa mantan Pang-
lima Kodam V/Brawijaya Letjen |
(Purn) Djaja Suparman dilanjut-
kan di Pengadilan Militer Tinggi
Jakarta, Jumat (17/5). Dalam si-
dang itu terungkap adanya dua
berita acara terkait dengan pem-
berian izin penggunaan tanah
Kodam di Jalan Waru, Surabaya,
Jawa Timur, yang kini telah ber-
ubah menjadi jalan tol.

Sidang yang dipimpin Ketua
Majelis Hakim Letjen Hidayat
Manao itu telah memasuki tahap
pembuktian. Sebelumnya, sidang
kasus ini digelar di Pengadilan
Militer Tinggi ITI Surabaya.

Kemarin, tiga karyawan PT
Citra Marga Nusapala Persada
(CMNEP) diperiksa sebagai saksi.
Salah satunya adalah Benny Ha-
kim Setiawan, yang saat itu men-
jadi staf hulkkum PT CMNE Benny
adalah penanda tangan berita
acara antara PT CMNP dan Ko-
dam V/Brawijaya terkait penggu-
naan lahan seluas 8,8 hektar dan
bantuan Rp 17,6 miliar dari PT
CMNP kepada Kodam.

Oditur Militer Tinggi Jenderal
Sumartono  mempertanyakan
adanya dua berita acara terkait
pemberian izin penggunaan ta-
nah Kodam. Pertama, berita aca-
ra natura berisi pemberian izin
penggunaan tanah Kodam, tetapi
tidak menyebutkan bantuan Rp
17,6 miliar. Kedua, berita acara
nominal yang menyebutkan pe-
nyerahan bantuan dari PT CM-
NP kepada Kodam V/Brawijaya
dengan penggunaannya. Uang
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itu, di antaranya, disebutkan un-

tuk pengadaan tanah Kodam dan
pembangunan/rehabilitasi  ge-
dung dan fasilitasnya.

Menurut Benny, awalnya pi-
hak Kodam memberikan draf be-
rita acara natura. Namun, PT
CMNP meminta berita acara da-
lam bentuk nomina (penyebutan
uang bantuan) untuk pertang-
gungjawaban bantuan Rp 17,6
miliar kepada pemegang saham,
Pihak Kodam pun mengeluarkan
kembali berita acara nomina.

Djaja mengatakan, berita acara
itu terkait pemberian izin peng-
gunaan tanah Kodam sebagai
persiapan proyek kepada PT Cit-
ra Marga Surabaya, anak perusa-
haan PT CMNP. Namun, ia mem-
bantah izin itu terkait pemba-
ngunan jalan tol. Ia pun mem-
bantah adanya pemberian uang
Rp 17,6 miliar,

Majelis juga mempertanyakan
keaktifan PT CMNP dalam peng-
urusan lahan untuk tol. Sesuai
ketentuan, pembebasan tanah
merupakan tanggung jawab Bina
Marga, bukan PT CMNP. (ANA)
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